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Abstrak 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali 
penerbitan sertpikat. Pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap negara harus menjamin 
kepastian serta perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Maka dari itu, untuk memberikan 
kenyamanan kepada pemilik tanah dan penguasa suatu bidang tanah, maka pendaftaran tanah secara 
hukum sangat penting bagi masyarakat. mempercepat pendaftaran tanah adalah suatu keharusan. Ada 
persoalan penting mengenai kepastian hukum terhadap hak atas pendaftaran tanah, yaitu beralihnya 
hak sehubungan mengenai pajak PPH dan BPHTB terutang. Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 lemah secara hukum. Peraturan tersebut 
belum mengatur mengenai Formulasi dan tata cara pembayaran PPh dan BPHTB terutang . karena Pasal 
90 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutangnya pajak karena adanya 
perbuatan hukum yaitu beralihnya hak, bisa disebabkan karena jual-beli, dan pewarisan. Dengan 
demikian, perkuat aturan mengenai PTSL dalam Paraturan Pemerintah , dengan merevisi Permen No. 6 
Tahun 2018 dan/atau membentuk PP tersendiri mengenai PTSL, yang pada dasarnya mengatur masalah-
masalah yang dijelaskan diatas. Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah Metode 
yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (conceptual 
approach) Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang 
ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang 
dihadapi.  
Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak PPH terutang, BPHTB terutang. 
  

Abstract 
Complete systematic land registration is land registration carried out for the first-time issuing 
certificates. The implementation of complete systematic land registration must guarantee certainty and 
legal protection of land ownership. Therefore, to provide comfort to landowners and authorities of a land 
plot, legal land registration is very important for the community. accelerating land registration is a must. 
There is an important issue regarding the legal certainty of rights to land registration, namely the 
transfer of rights in relation to PPH and BPHTB taxes payable. Article 33 of Minister of Agrarian and 
Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation No. 6/2018 is legally weak. The regulation 
does not yet regulate the formulation and procedures for payment of income tax and BPHTB payable. 
because Article 90 of Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, tax is 
payable due to legal actions, namely the transfer of rights, which can be caused by buying and selling, 
and inheritance. Thus, strengthen the rules regarding PTSL in Government Regulations, by revising 
Permen No. 6 of 2018 and/or forming a separate PP regarding PTSL, which basically regulates the 
problems described above. The method used in this research method is conceptual approach The 

mailto:aldisagitahasibuan12@gmail.com
mailto:ebes.sriadji@gmail.com


Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.237  1145 

 

conceptual approach is carried out when the researcher does not depart from the existing legal rules. 
This is done because there is no or no legal rule for the problem at hand.  
Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL), PPH tax payable, BPHTB payable.  

 

PENDAHULUAN 

Dalam pembangunan jangka Panjang, tanah memegang peranan yang sangat penting 

sebagai keperluan yang sangat meningkat, baik itu untuk menetap/rumah ataupun tempat 

uasaha. Oleh karena itu, semakin berkembang kebutuhan akan dukungan untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum di bidang 

pertanahan, diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas, yang secara tetap 

mengatur pelaksanaannya berdasarkan ketentuan-ketentuannya. Mengingat tanah yang 

menghasilkan sumber daya alam sangat bermanfaat bagi banyak orang. Pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 menyatakan: 

“Tanah dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi rakyat”. (Efendi 2018) Adanya kepastian hukum hak atas 

tanah merupakan instrumen Undang-undang Pokok (UUPA). UU mewajibkan pemerintah 

melakukan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia yang merupakan “rechtstakadaster” untuk 

menjamin kepastian hukum serta kepastian haknya. Sehubungan dengan itu Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 UUPA Pasal 19 mewajibkan pemerindatah mendaftarkan tanah diseluruh 

Indonesia untuk mencapai kepastian.(Efendi 2018) 

Untuk pendaftaran seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pasal 19 UU No. 5 Tahun 

1960, pemerintah merencanakan program percepatan pendaftaran tanah dengan sistem 

lengkap sampai tahun 2025. Pada tanggal 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo 

menandatangani Keppres No. 2 Tahun 2018 percepatan pendaftaran tanah.(Sekretariat Kabinet 

Republik Indonesia 2018) Program pendaftaran tanah yang sistematis lengkap bertujuan untuk 

menggerakkan gerak dan perkembangan masyarakat. Karena sertipikat yang diperoleh dapat 

menjadi komoditas yang berharga dan juga dapat dijaminkan di Lembaga keuangan/atau bank 

yang ada. 
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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah yang dipimpin 

oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengelolaan tanah di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan langsung 

oleh kantor kabupaten/kota dan dikendalikan oleh kantor pertanahan provinsi. Pendaftaran 

tanah sistematis lengkap yaitu, untuk pertama kalinya dilakukan pendaftaran tanah secara 

serentak untuk semua tanah milik yang belum terdaftar di semua desa/kelurahan atau nama 

lain yang setingkat. Kagiatannya meliputi: inventarisasi tanah, survei tanah, verifikasi hak atas 

tanah, pemetaan tanah dan penerbitan sertipikat tanah. 

Nalmun, sallalh saltu isu terpenting terkalit kepalstialn hukum aldallalh pengallihaln halk altals 

talnalh sehubungaln dengaln paljalk terutalng PPh daln BPHTB. Dengaln aldalnyal paljalk yalng 

ditalngguhkaln dallalm hall tralnsalksi juall beli, aldal pihalk-pihalk yalng halrus dilindungi oleh 

peralturaln altalu Undalng-undalng yalng mengaltur perbualtaln hukum yalng dilalkukaln oleh kedual 

belalh pihalk. Dallalm hall ini, proses pendalftalraln talnalh sebenalrnyal bukaln merupalkaln 

kewenalngaln BPN murni kalrenal melibaltkaln Lembalgal keualngaln. Hall ini kalrenal setialp kalli terjaldi 

perbualtaln hukum/peristiwal hukum, terkalit perlialhaln halk kalrenal juall beli, lelalng, daln hibalh 

merupalkaln obyek paljalk. UU No. 16 Talhun 2009 sebalgalimalnal telalh diubalh dengaln UU No. 7 

Talhun 2021 tentalng halrmonisalsi peralturaln perpaljalkaln balhwal : 

“paljalk iallalh kontribusi waljib paljalk kepaldal negalral, yalng terutalng oleh oralng pribaldi altalu 

baldaln, yalng bersifalt memalksal berdalsalrkaln undalng-undalng dengaln tidalk mendalpaltkaln 

imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn negalral balgi sebesalr-besalrnyal 

kemalkmuraln ralkyalt”. 

Di Indonesial dibalgi menjaldi dual balgialn, yalitu paljalk negalral sertal paljalk 

daleralh.(Malrdialsmo 2011) Paljalk negalral altalu paljalk pusalt pembalyalraln waljib paljalk kenegalral 

yalng di pungut oleh pemerintalh pusalt melallui Direktoralt Jendrall Paljalk daln digunalkaln untuk 

membialyali negalral. sedalngkaln paljalk daleralh kalbupalten/kotal berfungsi untuk membialyali 

perekonomialn daleralhnyal sendiri.(Idal Zuralida 2011) Paljalk Negalral/Pusalt meliputi: Paljalk 

penghalsilaln (PPh); Paljalk Pertalmbalhaln Nilali daln Paljalk Penjuallaln altals Balralng Mewalh (PPN daln 

PPn BM); daln beal malterali. Paljalk daleralh meliputi:paljalk jallaln; tralnsfer untuk kendalralaln 
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bermotor; paljalk balhaln balkalr motor; paljalk alir permukalaln; paljalk properti; paljalk hotel; paljalk 

restoraln; paljalk hiburaln; paljalk iklaln; paljalk peneralngaln jallaln; paljalk minerall daln baltu bukaln 

logalm; bialyal palrkir; paljalk alir talnalh; paljalk salralng burung dompet; Paljalk Bumi daln Balngunaln 

(PBB); Bialyal reall estalt daln halk balngunaln. Paljalk daleralh dipungut paljalk daleralh berdalsalrkaln 

almalnalt Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2009 yalng menyebutkaln balhwal  

“paljalk daleralh aldallalh pembalyalraln yalng dilalkukaln oleh waljib paljalk kepaldal daleralh yalng 

secalral salh terutalng oleh oralng pribaldi altalu baldaln hukum kalrenal tidalk mendalpalt imballaln 

secalral lalngsung daln digunalkaln sebalgali sebesalr-besalrnyal untuk kebutuhaln daleralh balgi 

kemalslalhaltaln ralkyalt”.  

Paljalk terutalng sebalgalimalnal disebutkaln dallalm Palsall 1 Alngkal (10) UU No. 28 Talhun 2007 

balhwal “paljalk  halrus dibalyalr sewalktu-walktu balik dallalm malsal paljalk malupun talhun paljalk altalu 

balgialn talhun paljalk menurut peralturaln perundalng-undalngaln perpaljalkaln”. ketentualn 

perpaljalkaln di kelompokkaln 2 (dual) jenis yalitu hukum perpaljalkaln substalntif daln hukum 

perpaljalkaln formall. Sedalngkaln hukum paljalk formil, mengaltur tentalng taltal calral pemenuhaln halk 

daln kewaljibaln waljib paljalk. Undalng-undalng perpaljalkaln substalntif mengaltur sialpal yalng kenal 

paljalk, sialpal yalng dikecuallikaln, daln balralng sertal waljib paljalk malnal yalng terutalng. Undalng-

undalng perpaljalkaln formall mengaltur taltal calral pemenuhaln halk daln kewaljibaln waljib paljalk. 

Peralturaln Perpaljalkaln PPh daln BPHTB memiliki ketentualn tersendiri, PPh dialtur dengaln 

Undalng-Undalng Nomor 28 Talhun 2007 yalng berlalku altals Undalng-Undalng Nomor 6 Talhun 

1983 tentalng Ketentualn Umum daln Taltal Calral Perpaljalkaln sertal Peralturaln Pelalksalnalalnnyal. 

BPHTB dialtur dallalm UU No. 28/2009 tentalng Paljalk Daleralh daln Paljalk Daleralh. Dallalm 

pralkteknyal, peralturaln ini halrus diformallkaln sebalgali peralturaln pemerintalh yalng setalral dengaln 

peralturaln eksekutif di bidalng perpaljalkaln. Kalrenal alsals hukum daln aldministralsi dalpalt 

diteralpkaln, malkal alsals keputusaln perseoralngaln dalpalt mengesalmpingkaln putusaln umum “Lex 

speceallis derogalte legi generalli”. (Alziz Syamsudin 2011) 

Dallalm beberalpal penelitialn terdalhulu dengaln juduldengalb judul yalng mirip dengaln 

penulis, yalng pertalmal yalaltu penelitialn jurnall oleh Susilal Esdalrwalti berjudul “Pentingnyal 

Kepalstialn Hukum Dallalm Pendalftalraln Talnalh Sistemaltis Lengkalp (PTSL) Untuk Malsyalralkalt” 
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fokus penelitialn ini paldal kepalstialn hukum mengenali paljalk perallihaln halk PPh daln BPHTB 

terutalng, Sumberdalyal malnusial, salralnal daln pralsalnal, sertal peneralpaln alsals kontraldiktur 

delimitalsi daln pembuktialn halk.(Esdarwati [n.d.]) Yalng kedual yalkni penelitialn jurnall oleh 

Septinal Malrralyalnti daln Yudhal Purbalwal dengaln judul penelitialnnyal “ Optimallisalsi Falktor-

Falktor Yalng Mempengalruhi Keberhalsilaln Pendalftalraln Talnalh Sistemaltis Lengkalp. Fokus 

penelitialnnyal paldal permalsallalhaln tentalng pelalksalnalaln pendalftalraln talnalh sistemaltis 

lengkalp.(Malrryalnti alnd Purbalwal 2019) Selalnjutnyal yalkni penelitialn jurnall oleh Alrif 

Malulalnal, Chumalnidyal Utalmi, Yalnal Suryalnal dengaln judul penelitialnnnyal “Aln Implementaltion 

Review of The Progralm of Complete Systemaltic Lalnd Registraltion in Indonesial” fokus 

penelitialnnyal paldal problemaltikal altals terbitnyal sertipikalt PTSL.(Maulana and others 2022) 

Ketigal penelitialn tersebut berbedal dengaln fokus penelitialn yalng alkaln dikalji penulis terkalit 

dengaln dalsalr penetalpaln pengenalaln paljalk sehubungaln pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp. 

Berdalsalrkaln paldal uralialn dialtals, penulis meneliti tentalng alpalkalh dalsalr penetalpaln 

penundalaln pembalyalraln Paljalk PPh daln BPHTB terutalng sehubungaln pendalftalraln talnalh 

sistemaltis lengkalp.  

 

METODE PENELITIAN 

Dallalm penelitialn ini metode yalng di palkali penulis menggunalkaln metode penelitialn 

hukum normaltif altalu altalu penelitialn dogmaltis. Fokus kaljialn ini aldallalh peneralpaln terhaldalp 

kalidalh sertal normal hukum positif daln isu hukum yalng dihaldalpi.(Almiruddin alnd Zalinall Alsikin 

2016) Menurut Ronny Halnitijo Soemitro;  

“Penelitialn Hukum Normaltif merupalkaln penelitialn hukum yalng dilalkukaln dengaln calral 

meneliti balhaln pustalkal altalu daltal sekunder”.  

Dengaln demikialn, metode yalng digunalkaln paldal penelitialn ini aldallalh pendekaltaln 

konseptuall (Conceptuall Alpproalch) Pendekaltaln konseptuall yalitu, dilalkukaln bilalmalnal terhaldalp 

malsallalh yalng dihaldalpi belum aldal alturaln hukum yalng aldal mengaltur secalral jelals daln lengkalp. 

(Peter Mahmud Marzuki 2005) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Atas Penangguhan 

Pembayaran PPh dan BPHTB Terutang 

Kegialtaln Pendalftalraln talnalh merupalkaln yalng dilalkukaln oleh pemerintalh secalral teraltur, 

permalnen daln berkelalnjutaln. Pendalftalraln pertalmal kalli menurut Peralturaln Pemerintalh No. 

24/1997 berbunyi : “kegialtaln pendalftalraln talnalh yalng dilalkukaln terhaldalp objek yalng didalftalr”. 

Dallalm pendalftalraln talnalh pertalmal kalli “Initiall Registraltion” meliputi pengumpulaln daln 

penetalpaln kebenalraln daltal fisik sertal daltal yuridis mengenali talnalh yalng belum didalftalrkaln 

menurut ketentualn perundalng-undalngaln.(Efendi 2018) 

Pendalftalraln talnalh untuk pertalmal kalli diwujudkaln dengaln pendalftalraln talnalh secalral 

sistemaltik daln pendalftalraln talnalh secalral alcalk, pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp (PTSL) 

aldallalh kegialtaln pendalftalraln talnalh secalral sistemaltis yalng dilalksalnalkaln sebalgali Pralkalrsal BPN, 

berdalsalrkaln rencalnal kerjal jalngkal Palnjalng daln berkesinalmbungaln. Hall utalmal yalng perlu 

dipertimbalngkaln Ketikal melalkukaln pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp aldallalh pemalhalmaln 

yalng holistic, mengingalt balhwal prosedur “sistemaltis” berbedal dengaln prosedur prosedur 

“sporaldik” perbedalalnnyal terletalk paldal lokalsi pendalftalraln talnalh, pengumpulaln daltal, 

pengelolalaln daltal, daln pengalnggalraln untuk mendalpaltkaln bidalng talnalh yalng terdalftalr secalral 

sistemaltis. Pendalftalraln talnalh secalral sistemaltis setialp bidalng talnalh di Indonesial meningkaltkaln 

jumlalh sertpikalt daln meminimallkaln sengketal. (Yubalidi 2020) 

“Menurut Halns Kelsen, ketikal kital berbicalral tentalng efektifitals hukum, malkal kital jugal 

berbicalral tentalng valliditals hukum. Kompetensi hukum beralrti balhwal alturaln hukum itu 

mengikalt, balhwal oralng halrus bertindalk sesuali dengaln alpal yalng dituntut oleh alturaln hukum 

itu. Balhwal malsyalralkalt halrus menalalti daln meneralpkaln alturaln hukum. Kompetensi hukum 

beralrti balhwal oralng bertindalk sesuali dengaln hukum sebalgalimalnal mestinyal, balhwal stalndalr 

tersebut benalr-benalr dilalksalnalkaln daln ditegalkkaln”.(Halns Kelsen 2006)  

Menyikalpi hall tersebut, pemerintalh melalkukaln terobosaln untuk mempercepalt 

pendalftalraln halk altals talnalh daln  memberikaln kepalstialn hukum halk melallui pendalftalraln talnalh 

sistemaltis lengkalp di setialp kalbupalten/kotal secalral serentalk. Penyempurnalaln pendalftalraln 
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talnalh berdalsalrkaln Perpres No. 2 Talhun 2018 dengaln peralturaln pelalksalnalaln Keputusaln 

Menteri Pertalnialn daln Perencalnalaln Daleralh Talhun 2018 dalri Dinals Provinsi tentalng 

kelengkalpaln sistem pendalftalraln talnalh.(Husen Allting 2010) 

Pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp dimalksudkaln algalr semual semual walrgal negalral 

Indonesial, balik walrgal negalral kelals menengalh malupun kelals menengalh kebalwalh, memperoleh 

pengalkualn halk altals talnalhnyal sesuali dengaln almalnalt UU pendalftalraln talnalh. Selalin itu, tujualn 

pendalftalraln talnalh balgi pemegalng halk (Legall-Caldalstre) pedalftalraln talnalh jugal mengaltur 

mengenali tujualn fiskall (Fiscall Caldalstre).(Boedi Halrsono 2003) Tugals pemungutaln paljalk 

berdalsalrkaln Palsall 23Al Undalng-Undalng Dalsalr 1945, yalng menyaltalkaln balhwal “paljalk daln 

pembalyalraln-pembalyalraln lalin yalng diperlukaln untuk keperlualn Negalral dialtur dengaln undalng-

undalng”. Ini aldallalh pemberialn perlindungaln hukum daln kealdilaln balgi negalral daln walrgal 

negalralnyal. (Malrdialsmo 2011al) Mengenali pendalftalraln talnalh dengaln sistem pendalftalraln talnalh 

yalng lengkalp, pemerintalh memperhaltikaln pemohon PTSL penalngguhaln PPh daln BPHTB daln 

dimintal untuk membualt pernyaltalaln altalu memerintalhkaln kepallal pendalftalraln talnalh untuk 

menerbitkaln sertifikalt PTSL. Paljalk terutalng alpalbilal waljib paljalk tidalk malmpu membalyalr paljalk 

yalng terutalng daln halrus dibalyalr daln melalkukaln self alssessment yalitu dengaln menghitung 

sendiri nilali paljalknyal.(M. Farouq S 2018) 

“Menurut Malnsury, undalng-undalng perpaljalkaln substalntif mengaltur objek paljalk, objek 

paljalk, daln paljalk. Dallalm undalng-undalng perpaljalkaln substalntif, dialtur lebih rinci mengenali hall-

hall perpaljalkaln, falktal, tindalkaln, daln proses hukum yalng dikenalkaln paljalk altalu yalng diwaljibkaln 

untuk memenuhi kewaljibaln perpaljalkaln, besalrnyal paljalk yalng halrus dibalyalr tergalntung paldal 

penetalpaln talrif paljalk.”.(Yusniaman Harefa [n.d.])  

Penalngguhaln kewaljibaln perpaljalkaln terhaldalp pendalfaltraln talnalh sistemaltis lengkalp 

merupalkaln progralm percepaltaln penerbitaln sertipikalt PTSL, melihalt selalmal ini balhwalsalnyal 

ketikal untuk mendalpaltkaln kepalstialn hukum altals halknyal sering berbelit-belit. Dengaln 

memberikaln kemudalhaln kepaldal pemohon PTSL dallalm hall ini pemerintalh mempercepalt 

terdalftalrnyal halk altals talnalh yalng didalftalrkaln melallui PTSL dilalkukaln dengaln terobosaln 

kemudalhaln altals PPh daln BPHTB. 
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Sehubungaln pendalfaltalraln talnalh melallui pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp 

ketentualn mengenali PPh daln BPHTB terutalng paldal palsall 33 permen No. 6 Talhun 2018 yalitu 

sebalgali berikut: 

a. Jikal penerimal sertifikalt talnalh, dallalm hall ini PTSL, PPh daln BPHTB tidalk dalpalt altalu tidalk 

dalpalt membalyalr untuk perolehaln halk balru yalng bersalngkutaln, sertifikalt tetalp alkaln 

diterbitkaln.; 

b. Pesertal PTSL tidalk salnggup membalyalr PPh daln BPHTB, pendalftalr PTSL halrus membualt 

suralt keteralngaln altalu suralt pernyaltalaln PPh daln BPHTB terutalng; 

c. Pernyaltalaln PPh sertal BPHTB terutalng dicaltalt didallalm buku talnalh altalu sertipikalt; 

d. Kepallal kalntor pertalnalhaln waljib menyalmpalikaln secalral berkallal dallalm walktu 3 (tigal) bulaln 

kepaldal Bupalti/Wallikotal setempalt dalftalr PPh daln BPHTB yalng ditalngguhkaln; 

e. Penghalpusaln PPh daln BPHTB terutalng yalng dicaltaltkaln paldal buku talnalh altalu sertipikalt 

alpalbilal yalng bersalngkutaln membuktikaln telalh melunalsi paljalk terutalng tersebut. 

Nalmun demikialn, ketentualn paldal palsall 33 halrus dijelalskaln secalral tegals daln jelals 

mengenali taltal calral pemungutaln daln beralpal lalmal halrus dibalyalr, kalrenal peralturaln perundalng-

undalngaln tidalk mengaltur jenis paljalk PPh daln BPHTB terutalng. Melalinkaln penalngguhaln 

pembalyalraln alpalbilal penerimal sertipikalt PTSL salnggup membalyalr paljalk tersebut. 

 

Penerapan Pembayaran Pajak PPh Terutang Dan BPHTB Terutang Atas Terbitnya Sertipikat 

Didaftarkan Melalui PTSL Ketika dilakukan Jual Beli 

Besalraln paljalk penghalsilaln finall altals perallihaln halk, tersebut dialtur dallalm Palsall 4 alyalt 

(2) huruf d UU No. 6 Talhun 2008 jo palsall 2 alyalt (1) Peralturaln Pemerintalh No. 34 Talhun 2016 

menyebutkaln balhwal “talrif paljalk aldallalh sebesalr 2,5% (dual komal limal persen) dalri jumlalh nilali 

pengallihaln talnalh daln/altalu balngunaln”. Regulalsi yalng mengaltur PTSL terus dimutalkhirkaln, 

nalmun regulalsi terkalit PTSL belum/altalu belum detalil daln jelals. Mengingalt paldal Peralturaln 

menteri Algralrial/Kepallal BPN No. 6 Talhun 2018 sebalgalimalnal dialtur paldal palsall 33  yalng 

menyebutkaln “alpalbilal palral pesertal PTSL belum malmpu membalyalr PPh daln BPHTB terutalng, 

sertipikalt pesertal PTSL tetalp alkaln diterbitkaln”.(Syahdan alnd others 2020) Ketentualn PTSL 
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mensyalraltkaln algalr pembalyalraln PPh daln BPHTB terutalng  membualt/menalndaltalngalni suralt 

keteralngaln yalng ditulis paldal buku talnalh altalu sertipikalt. Kepallal kalntor pertalnalhaln waljib 

melalporkaln kepaldal Bupalti/Wallikotal sehubungaln dengaln BPHTB terutalng daln kepaldal kalntor 

Paljalk Praltalmal altalu Direktoralt jendrall paljalk (DJP) sehubungaln dengaln PPh terutalng. 

Menurut ketentualn Palsall 1 No. (10) UU No. 28 Talhun 2007 “aljalk yalng terutalng paldal 

sualtu walktu, selalmal malsal paljalk, dallalm talhun paljalk altalu balgialn talhun paljalk menurut 

ketentualn undalng-undalng”. Alkaln tetalpi, berkenalaln dengaln pengenalaln Paljalk PPh terutalng 

altals Pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp dallalm ketentualn-ketentualn sebalgalimalnal disebut 

dialtals tidalk mengaltur secalral rinci kalpaln PPh terutalng, paldal talhun beralpal paljalk tersebut 

dibalyalrkaln. Sehinggal dalri waljib paljalk belum diberikaln kepalstialn terhaldalp paljalk PPh terutalng 

altals Pendalftalraln talnalh sistemaltis lengkalp. Kalrenal dallalm palsall 2 alyalt (1) PP halnyal 

menyebutkaln balhwal “paljalk penghalsilaln yalng terutalng halrus dilunalsi sebelum pejalbalt 

berwenalng mendaltalngalni alktal, keputusaln, kesepalkaltaln, risallalh lelalng altals pengallihaln halk 

altals talnalh daln/altalu balngualnaln”.(Wahyudi and Safa’at 2021) 

Paldal PTSL ketentualn mengenali talnggall jaltuh tempo pembalyalraln PPh terutalng daln 

salnksi altals keterlalmbaltaln pembalyalraln PPh terutalng. Alrtinyal, kalpaln PPh terutalng tersebut 

dibalyalrkaln daln kalpaln dalsalr penetalpaln perhitungaln paljalk PPh terutalng. Alpalkalh paldal salalt 

terdalftalrnyal sertipikalt melallui PTSL altalu paldal salalt terjaldinyal sualtu peristiwal/perbualtaln 

hukum? Dengaln demikialn, selalmal paljalk PPh belum dibalyalr  keteralngaln mengenali terutalng 

tersebut tetalp tercalntum dallalm buku talnalh daln sertipikalt PTSL tersebut. Hall ini bertentalngaln 

dengaln Undalng-undalng mengenali PPh, yalng malnal PPh tersebut halrus dilunalsi paldal jalngkal 

walktu 15 bulaln berikutnyal setelalh bulaln diterimnyal pembalyalraln alpalbilal tidalk segeral dilunalsi 

alkaln dikenalkaln salnksi bungal sebesalr 2% (dual persen) sebalgalimalnal dimalksud paldal palsall 14 

alyalt (3) Undalng-undalng Nomor 28 talhun 2007. 

Salalt terutalngnyal paljalk BPHTB  berdalsalrkaln palsall 49 Undalng-undalng No. 1 Talhun 2022 

Tentalng Hubungaln Keualngaln Alntalral Pemerintalh Pusalt Daln Pemerintalhaln Daleralh, dijelalskaln 

balhwal : “Juall beli sejalk talnggall kontralk disetujui daln ditalndaltalngalni; Pertukalraln berlalngsung 

sejalk talnggall daln talndal talngaln sertifikalt kealslialn; Tunjalngaln sejalk talnggall dibualt daln 
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ditalndaltalngalninyal alktal; Pengelualraln berdalsalrkaln suralt walsialt mulali berlalku sejalk talnggall 

pembualtaln daln penalndaltalngalnaln alktal; Pewalrisaln terjaldi paldal salalt pihalk tersebut 

mendalftalrkaln perallihaln halknyal di kalntor kaldalster daln talnggallnyal telalh ditentukaln oleh BPN; 

Pemisalhaln halk yalng timbul kalrenal pengallihaln itu dimulali sejalk talnggall dibualt daln 

ditalndaltalngalninyal alktal; Bergalbung dengaln perusalhalaln altalu baldaln hukum lalin sejalk talnggall 

dibualt daln ditalndaltalngalninyal alktal; Pemberialn halk gunal talnalh balru setelalh proses pelepalsaln 

dilalkukaln sejalk talnggall dikelualrkalnnyal keputusaln pemberialn halk; Pemberialn halk altals Derek, 

selalin pelepalsaln halk, berlalku sejalk talnggall keputusaln pemberialn halk; Halrgal aldallalh sejalk 

talnggall dibualt daln ditalndaltalngalninyal alktalPemberialn halk Salru di lualr pelepalsaln halk aldallalh 

sejalk talnggall diterbitkalnnyal suralt keputusaln pemberialn halk;  Haldialh aldallalh sejalk tmggall 

dibualt daln ditalndaltalngalninyal alktal; dalnLelalng aldallalh sejalk talnggall penunjukaln pemenalng 

lelalng”. dalnLelalng aldallalh sejalk talnggall penunjukaln pemenalng lelalng”.(Satria Braja Harianja 

and others 2019) 

Talrif paljalk yalng dikenalkaln altals PTSL salmal jugal dengaln talrif PPh finall sebalgalimalnal paldal 

Peralturaln pemerintalh No. 34 Talhun 2016 yalitu 2,5% (dual komal limal persen) yalitu, dalri jumlalh 

nilali penghalsilaln halk altals talnalh daln/altalu balngunaln. Pembedal alntalral PPh PTSL dengaln 

pendalftalraln talnalh paldal umumnyal yalitu jalngkal walktu pelunalsaln PPh terutalng 

tersebut.Pembalyalraln paljalk penghalsilaln terutalng, yalitu 15 bulaln setelalh bulaln diterimalnyal 

pembalyalraln. Kelallalialn membalyalr tepalt walktu alkaln dikenalkaln salnksi aldministralsi berupal 

bungal 2% (dual persen) yalng dihitung setialp bulaln sejalk talnggall pembalyalraln salmpali dengaln 

diterbitkalnnyal falktur paljalk, tercalntum paldal palsall 14 alyalt (3) UU No. 28 talhun 2007. 

Ketentualn yalng berkalitaln dengaln talrif paljalk untuk BPHTB itu aldallalh malksimal 5% (limal 

persen) daln NPOP yalng menjaldi dalsalr pengenalaln BPHTB dipertimbalngkaln tergalntung dalri 

jenis perbualtaln hukumnyal. Jikal berkalitaln dengaln juall beli dalsalr pengenalalnnyal aldallalh halrgal 

tralnsalksi/halrgal palsalr dalri objek tersebut. Sejaluh menyalngkut BPHTB, saltu daleralh ke daleralh 

lalin bervalrialsi, talpi NPOPTKP setialp daleralh ditetalpkaln palling rendalh Rp.60.000.000,00. 

Misallnyal di Suralbalyal daln kalbupalten Gresik, paldal Suralbalyal NPOPTKP ditetalpalkaln 

Rp.75.000.000,00. (Palsall 9 alyalt (1) Peralturaln Wallikotal Suralbalyal Nomor 28 Talhun 2019 daln 
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Palsall 6 alyalt (4) Perdal kotal Suralbalyal Nomor 11 Talhun 2010).sedalngkaln paldal Gresik NPOPTKP 

ditetalpkaln Rp. 60.000.000,00. ( Palsall 84 alyalt (4) Perdal Kalbupalten Gresik Nomor 2 Talhun 

2011). 

Kalrenal ketentualn PTSL tidalk mengaltur secalral jelals mengenali PPh terutalng, malkal 

terdalpalt kekosongaln hukum mengenali PPh yalng di pungut paldal PTSL. Tujualn PTSL aldallalh 

untuk memberikaln tertib aldministralsi, kepalstialn altals halknyal, daln perlindungaln hukum altals 

halknyal balgi seluruh ralkyalt Indonesial, nalmun dengaln aldalnyal PPh terutalng ketentualn mengenali 

pemungutaln paljalk seolalh tidalk waljib kalrenal PTSL yalng boleh kalpaln saljal melunalsi PPh 

terutalng. Paldalhall ralkyalt Indonesial yalng belum mendalftalrkaln talnalh telalh menerimal 

kenikmaltaln dalri bidalng talnalh yalng dikualsalinyal. Oleh kalrenal itu, penulis disini memalndalng 

balhwal ketentualn mengenali PPh terutalng sertal peralturaln terkalit BPHTB paldal pendalftalraln 

talnalh secalral umum yalitu dallalm UU No. 28 talhun 2009 terdalpalt dallalm palsall 85-93. 

Pengalturaln mengenali PPh terutalng, BPHTB terutalng dallalm PTSL jugal bertentalngaln 

dengaln peralturaln yalng berkalitaln dengaln BPHTB. Demikialn pulal, PPh jugal bertentalngaln 

dengaln peralturaln BPHTB. Seperti hallnyal PPh terutalng, BPHTB terutalng merupalkaln paljalk yalng 

bersifalt waljib kalrenal ditetalpkaln oleh Undalng-undalng. Kalrenal pemegalng halk altals talnalh 

menikmalti kenikmaltaln memiliki talnalh, malkal pemegalng halk altals talnalh halrus 

membalyalr/melunalsi BPHTB. Paljalk digunalkaln untuk kenikmaltaln ralkyalt, sehinggal dalpalt 

dikaltalkaln balhwal paljalk aldallalh untuk daln oleh ralkyalt. Oleh kalrenal itu, perpaljalkaln dallalm PTSL 

halrus dialtur jelals, sertal kalpaln halrus segeral dibalyalrkaln, alpalkalh paldal salalt diperolehnyal halk 

altals talnalh altalu seballiknyal. 

PPh daln BPHTB terutalng dimalksudkaln untuk memperbaliki kealdalaln ralkyalt, nalmun 

ketentualn tersebut tidalk boleh bertentalngaln dengaln perundalng-undalngaln yalng telalh dialtur 

jelals. Sehinggal alkaln lebih balik alpalbilal peringalnaln tersebut dilalkukaln dengaln calral pembalyalraln 

altalu pelunalsalnnyal seperti contoh keringalnaln bialyal seperti membalyalr dengaln calral mencicil 

altalu menundal pembalyalraln hinggal baltals tertentu. Dengaln melalkukaln hall tersebut alkaln jaluh 

lebih balik salmal untuk tidalk menyimpalngi dalri ketentualn yalng berkalitaln dengaln PPh malupun 

BPHTB. 
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Nalmun demikialm, isu penting mengenali kepalstialn hukum pengallihaln talnalh tentalng 

PPh daln BPHTB yalng ditalngguhkaln. Dengaln aldalnyal paljalk yalng ditalngguhkaln dallalm hall 

tralnsalksi juall beli, aldal pihalk-pihalk yalng halrus dilindungi oleh peralturaln altalu Undalng-undalng 

yalng mengaltur perbualtaln hukum yalng dilalkukaln oleh kedual belalh pihalk. Dallalm hall ini, proses 

pendalftalraln talnalh sebenalrnyal bukaln murni kewenalngaln BPN kalrenal melibaltkaln instalnsi 

keualngaln. Hall ini kalrenal setialp kalli terjaldi, perbualtaln hukum, yalitu perlialhaln halk altals talnalh 

kalrenal juall beli, lelalng, daln hibalh dikenalkaln paljalk. Undalng-undalng Nomor 16 Talhun 2009 

tentalng Ketentualn Umum daln Taltal calral Perpaljalkaln balhwal “Paljalk aldallalh sumbalngaln waljib 

paljalk kepaldal negalral oleh oralng pribaldi altalu baldaln yalng dipalksalkaln oleh undalng-undalng 

dengaln tidalk memungut imballaln secalral lalngsung daln digunalkaln untuk keperlualn negalral 

sepalnjalng - kemalkmuraln besalr ralkyalt.' Oleh kalrenal itu, fungsi paljalk salngalt penting balgi negalral 

kalrenal paljalk digunalkaln sebalgali motor penggeralk kehidupaln perekonomialn ralkyalt.(Ricco 

Survival Yubaidi 2020) 

Juall beli aldallalh proses pemindalhaln halk sejalk zalmaln dalhulu kallal; Kegialtaln tersebut jugal 

dialtur oleh hukum aldalt dengaln menggunalkaln prinsip dalsalr yalng dikenall dengaln “teralng" daln 

"tunali”. Yalng pertalmal beralrti balhwal kegialtaln juall beli halrus dilalkukaln di haldalpaln pejalbalt 

publik yalng berwenalng. Pejalbalt publik yalng berwenalng ini dalpalt pulal berupal Kepallal Aldalt 

(untuk talnalh Aldalt), Calmalt (bertindalk sebalgali PPAlT untuk wilalyalh yalng tidalk memiliki PPAlT), 

altalu PPAlT, yalng jugal notalris(Baiq Henni Paramita Rosandi 2016) 

Pengallihaln halk kalrenal tralnsalksi juall beli dialnggalp salh alpalbilal tralnsalksi tersebut telalh 

memenuhi syalralt-syalralt malteriall yalitu“tunali” daln“teralng”. Meskipun disebutkaln dinalyaltalkaln 

balhwal prinsip-prinsip ini mensyalraltkaln itikald balik, malsih aldal ketidalkpalstialn tentalng 

pentingnyal pendalftalraln talnalh balgi malsyalralkalt. Hall ini, menghalmbalt inisialtif pendalftalraln 

talnalh dikallalngaln malsyalralkalt. Malsyalralkalt memiliki prepsi yalng berbedal, Sebalgialn besalr dalri 

merekal percalyal balhwal dengaln prinsip “tunali”daln “teralng” prinsip proses aldministralsi 

pendalftalraln talnalh daln pensertipikaltaln dalpalt terbengkallali. 

Dengaln demikialn, perubalhaln taltal calral pembalyalraln PPh daln BPHTB algalr dalpalt 

dibalyalrkaln memerlukaln peralturaln pemerintalh sebalgali pedomaln mengenali PTSL. Sementalral 
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itu, Menteri AlTR/Kepallal BPN yalitu khusus membentuk peralturaln dengaln pedomaln 

pelalksalnalaln PP untuk memiliki pedomaln khusus progralm PTSL. Jikal aldal ketentualn PP terkalit 

progralm PTSL yalng bertentalngaln dengaln Peralturaln Pemerintalh No. 24 Talhun 1997, hall ini 

tidalk alkaln menimbulkaln malsallalh hukum kalrenal merupalkaln konflik hukum horizontall. 

Sengketal hukum horizontall bukalnlalh sengketal hukum yalng bertentalngaln dengaln ketentualn 

undalng-undalng.(Ayu Citra Santyaningsih and Rico Zubaidi 2020) 

Formulalsi tentalng taltal calral yalng tepalt mengaltur mengenali pembalyalraln PPh daln 

BPHTB terutalng berdalsalrkaln peralturaln pemerintalh balhwal Bupalti/Wallikotal supalyal mengaltur 

proses pembalyalraln BPH khusus progralm PTSL. Malkal dalri itu, smenurut ketentualn UU No. 28 

Talhun 2009 balhwal BPHTB aldallalh kewenalngaln pemerintalh daleralh yalng berwenalng dallalm hall 

ini pemerintalh kalbupalten daln pemerintalh kotal, sehinggal yalng berwenalng mengembalngkaln 

peralturaln perundalng-undalngaln terkalit BPHTB yalitu Bupalti/Wallikotal bersalmal DPRD 

kalbupalten/kotal. 

 

KESIMPULAN 

1. Pengalturaln paljalk yalng terutalng oleh PPh daln BPHTB di PTSL tunduk paldal pedomaln 

perpaljalkaln. Hall ini penting kalrenal peralturaln tersebut alkaln menjaldi sallalh saltu dalsalr untuk 

mengelualrkaln sualtu produk hukum yalitu sertifikalt. Sebalgali balgialn dalri pelalksalnalaln 

tunggalkaln PPh daln BPHTB, perlu aldalnyal ketentualn perundalng-undalngaln terkalit PPh daln 

BPHTB untuk menundal pembalyalraln sehinggal pengalturaln terkalit besalrnyal paljalk yalng 

terutalng mendorong waljib paljalk untuk melalksalnalkaln kewaljibalnnyal. 

2. Sertipikalt halk altals talnalh yalng dikelualrkaln oleh dalri progralm PTSL aldallalh sertipikalt yalng 

salh. Nalmun hall tersebut belum memberikaln kepalstialn hukum daln perlindungaln hukum 

balgi pemegalng halk altals talnalh. Seperti kalpaln PPh daln BPHTB terutalng halrus dibalyalr, daln 

Dalsalr perumusaln, Formulalsi/ Penetalpaln PPh daln BPHTB terutalng alpalkalh pembalyalraln 

dilalkukaln paldal salalt terjaldi sualtu peristiwal hukum altalu salalt terjaldinyal perbualtaln hukum. 

Kalrenal, sertpikalt tersebut menunjuk aldalnyal Paljalk PPh daln BPHTB terutalng daln alpalbilal 
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kewaljibaln paljalk belum dibalyalr, malkal halk altals talnalh yalng timbul dalri progralm PTSL tidalk 

dalpalt diallihkaln daln dipindalhtalngalnkaln. 
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